PEMERINTAH KOTA BATAM

EVALUASI REFORMASI
BIROKRASI TAHUN 2021

RABU, 1 SEPTEMBER 2021 - Pukul 13.00 - 16.00




Evaluas]
Reformasil
Birokrasi

1. Tindak Lanjut Hasil Rekomendasi
‘ahun Sebelumnya

2. Progress Reform yang telah
dilakukan (before-after)

3. Progress Penyederhanaan
Organisasi




Tindak Lanjut
&Sl

Rekomenadasl
Tahun
Sebelumnya

Manajemen Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Deregulasi Kebijakan

Langkah Strategis dan Kongkrit Penyederhanaan Birokrasi

Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional

04 Peta Proses Bisnis

Memperhatikan tugas dan fungsi dan rencana strategis Pemerintah Daerah,
Serta penerapan e.goverment yang belum terintegrasi dalam perbaikan

layanan.
Perencanaan Pengembangan Kompetensi Pegawai

Proses Assesment belum tuntas dilaksanakan guna pengembangan karier
individu berbasis kompetensi.

Elemen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah belum terbangun
dengan baik khususnya di OPD.

07 Implementasi Kebijakan Pengawasan Internal

Penangan gratifikasi, pengelolan pengaduan masyarakat, kebijakan benturan
kepentingan dan SPIP

08 G

Pemenuhan standar minimal pada pelayanan prima
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PBANGUNAN KOTA BATAM
MENGEDEPANKAN KEPENTINGAN MASYARAKAT

Walikota Batam menegaskan pembangunan di Batam harus
mengutamakan kepentingan masyarakat dan investasi. Bahkan,
pembangunan infrastruktur tersebut harus didasari kerja bersama
mulai dari tingkat kelurahan hingga provinsi.

Walikota, Wakil Walikota,Sekda Pemko Batam bersama Seluruh Kepala Perangkat Daerah selalu
melakukan Rapat Koordinasi di Lingkungan Pemerintah Kota Batam terkait Realisasi Pelaksanaan

Tugas, Fungsi, Anggaran Kegiatan termasuk Reformasi Birokrasi dan hal-hal lain yang bersifat
strategis.



TIM REFORMASI BIROKRAS| PEMERINTAH KOTA BATAM

KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM

KPTS.NO.197/HK/II/ 2020 Tentang

Walikota Batam telah menetapkan SK
Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah
Kota Batam terdiri dari Tim Pengarah,
Tim Pelaksana dan Kelompok Kerja
yang mana melibatkan Seluruh
Perangkat Daerah yang ada di
lingkungan Pemerintah Kota Batam.




KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM KPTS.NO.198/HK/Il/ 2020
Tentang

AGEN PERUBAHAN PEMERINTAH KOTA BATAM

ke arah yang lebih baik;

Sebagai penggerak perubahan, mendorong dan menggerakkan pegawai
untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah yang lebih baik;

Sebagai pemberi solusi, memberikan alternatif solusi kepada para
pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala
dalam proses berjalannya perubahan;

Sebagai mediator, membantu memperlancar proses perubahan, terutama
menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi
birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak;

Sebagai penghubung, menghubungkan komunikasi dua arah antara para
pegawai dengan para pengambil keputusan,;

Sebagai teladan (Role Model), sebagai individu yang dapat dijadikan
+| contoh dalam berpikir, bertingkah laku, dan berprestasi.



WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 77 TAHUN 2020

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KOTA BATAM
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BATAM,

Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi
Birokrasi 2020-2024;

b. bahwa Peraturan Walikota Batam Nomor 35 Tahun
2019 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kota Batam tahun 2019-2021 sudah
tidak sesuai dengan perkembangan reformasi
sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

¢.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Walikota Batam tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Batam
Tahun 2020-2024;
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PERWAKO BATAM NO.77 TAHUN 2020

Tentang
ROAD MAP PEMERINTAH

Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-
2024 digunakan sebagai panduan dalam
melaksanakan penyusunan dan evaluasi
pelaksanaan program, kebijakan dan kegiatan
reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah
Kota serta acuan bagi seluruh Perangkat
Daerah di lingkungan Pemerintah Kota untuk
menyusun Road Map Reformasi Birokrasi di
iInternal instansi Tahun 2020-2024.




Dengan diterbitkannya PermenPANRB Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk
menyesuaikan regulasi tersebut dan Pemko Batam telah mensosialisasikan ke Perangkat
Daerah dengan Narasumber dari KEMENPANRB pada 23 Februari 2021.

ACARA PELAKSANAAN SOSIALISASI ROAD MAP REFORMASI
BIROKRASI 2020- 2024 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM
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Tentang
d PROVINSI KEPULAUAN R BUDAYA KERJA DILINGKUNGAN
. T PEMERINTAH KOTA BATAM
TENTANG
BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM TUJ uan dari Peraturan Walikota ini adalah:
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA a. Membantu pengem bangan budaya ke rja
[ dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di
Menimban : a. bahwa untuk mencapai salah satu area perubahan . -
T i e s ks o Lingkungan Pemerintah Kota Batam; dan
emerintah Kota Batam diperlukan perubahan pola . .
b Lk A b. Mendorong perubahan sikap, perilaku dan
elaksanaan reformasi birokrasi; 2V = - -
b. iahwa Peraturan Walikota B’atqm No_mor_47 Tahun po | a p I klr peJ abat Se rta pegawal d I
peia T Bt v ik Vo g lingkungannya masing-masing agar dapat
pcrkembqngan zaman sehingga perlu dilakukan . . .
penyesuian meningkatkan kinerja.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Budaya

Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Batam;




INTERNALISASI PELAKSANAAN BUDAYA KERJA
UNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

Tentang
INTERNALISASI PELAKSANAAN BUDAYA KERJA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

1).Internalisasi  dilaksanakan pada tingkat
Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah.

(2)Internalisasi  budaya kerja di tingkat
Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Tim
Reformasi Birokrasi Kota Batam melalui
Kelompok Kerja.

(3)Internalisasi budaya kerja di tingkat Perangkat
Daerah dilaksanakan oleh Agen Perubahan di
Perangkat Daerah bersama Pimpinan
Perangkat Daerah.



PEMERINTAH KOTA BATAM
SEKRETARIAT DAERAH
JI. Engku Putri No. | Telp. (0778) 462164, 462217 Fax. (0778) 461813
BATAM

Batam, 4 Juni 2021

. 4% [Organisasi/VI/2021 Kepada Yth
. 1 (satu) dokumen Pimpinan Perangkat Daerah
: Penerapan Budaya Kerja Kota Batam

Pemerintah Kota Batam Di-

Batam

Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor 35 Tahun 2021

tentang Budaya Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam dan Instruksi
Walikota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Internalisasi Pelaksanaan
Budaya Kera di Lingkungan Pemerintah Kota Batam, dengan ini
disampaikan hal-hal sebagal berikut:

1.

2.

3.

. Untuk kepentingan sosialisasi dan internali

Budaya kerja adalah salah satu area perubahan pada tujuan Reformasi
Birokrasi dalam penguatan manajemen perubahan melalui perubahan
pola pikir dan budaya kerja.

Pelaksanaan budaya kerja ini juga termasuk dalam penilaian PMPRB
yang mempengaruhi nilai indeks Refomasi Birokrasi Pemerintah Kota
Batam.

Budaya Kerja Pemerintah Kota Batam dimaksud adalah Budaya Unggul
“RAMAH" sebagaimana tercantum dalam Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Kota Batam Tahun 2020-2024.

i, Perangkat Daerah harus
menyediakan ruang publikasi yang mudah dilihat (front finer), menjaga
dan menempatkan sfanding banner yang memuat Budaya Unggul
“RAMAH" tersebut

. Memerintahkan kepada seluruh ASN di lingkungan kerjanya untuk

menerapkan budaya kerja tersebut dalam pelaksanaan tugas dan
fungsinya sehari-hari dengan penuh rasa tanggung jawab

Pelaksanaan terhadap penerapan budaya kerja ini akan dilakukan
pengawasan dan evaluasi paling lama 2 (dua) bulan setelah
pemberitahuan ini.

Demikian disampaikan untuk diperhatikan dan dilaksanakan, atas

perhatian dan kerfjasamanya diucapkan terimakasih

a.n. WALIKOTA BATAM
SEKRETARIS DAERAH

b i

/Organisasi
Hal
PENERAPAN BUDAYA KERJA DILINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BATAM

Berdasarkan Peraturan Walikota Batam Nomor
35 Tahun 2021 tentang Budaya Kerja Di
Lingkungan Pemerintah Kota Batam dan
Intruksi Walikota Batam Nomor 7 Tahun 2021
tentang internalisasi Budaya Kerja dilingkungan
Pemerintah Kota Batam.

Untuk kepentingan sosialisasi dan internalisasi
Perangkat Daerah  menyediakan ruang
publikasi dan menempatkan Standing Banner

Budaya Kerja ‘RAMAH’
.A m |
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Contoh : Standing
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\lenteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia

memberikan

Kota Batam

sebagal

Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional Terbaik Harapan II Tahun 2019
Tingkat Pemerintah Kota

dalam rangka pelaksanaan
Peraturan Presiden RI No, 33 Tahun 2012
tentang
Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN)

Jakarta, 9 September 2019
MENTERI HUKUM DAN HAK ASAS| SIA REPUBLIK INDONESIA
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Kota Batam kembali mengukir prestasi di tingkat
Nasional. Batam meraih predikat sebagai Kota Terbaik
dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum (JDIH). Penghargaan tersebut diserahkan
langsung oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
(Menkumham) RI, Yasonna Hamonangan Laoly di Aula
Prof Mudjono, Kantor Badan Pembinaan Hukum
Nasional (BPHN), Jakarta, Kamis (26/11/2020).




JDIH KOTA BATAM

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PEMERINTAH KOTA BATAM
W i boteaEDgmod com

Kunjungi
jdih.batam.go.id

tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi
Hukum Nasional. sebagai anggota JDIH Nasional,
Batam memiliki kewajiban untuk mengelola JDIH

sebagai data informasi produk hukum dan
peraturan perundang-undangan.
Aplikasi JDIH Batam sudah 100 persen

terintegrasi dengan JDIH Nasional/Kemenkumham
RI. JDIH salah satu upaya penyediaan sarana
pembangunan bidang hukum serta meningkatkan
penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan
hukum, memudahkan pencarian dan penelusuran
peraturan  perundang-undangan dan bahan
dokumentasi hukum lainnya serta meningkatkan
pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan
hukum dan kepastian hukum
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Seri 1 6 9 4

Data Per 25Agustus 2021
@ + Peraturan Daerah

® -+ walikota

¢+ Keputusan Walikota

@ + Kasus yang ditangani di PN

@ + Kasus yang ditangani ditangani di
PTUN

Berbagal inovasidalam
Pengelolaan JDIH
Aplikasi JDIH berbasis Android
& 10S
Promosi JDIH melalui berbagali
Akun Media Sosial
Kios JDIH, Pojok JDIH
Promosi JDIH melaui berbagai
media (Videotron dll)
Website JDIH dalam versi
Bahasa Inggris

Penggunaan Digital Signatute
pada dokumen Hukum
Majalah JDIH
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PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI

* Pemerintah Kota Batam telah melakukan penataan dan penguatan organisasi yang didasarkan
pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Pemerintah Kota Batam.

» Terkait Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah tercermin dari :

Perwako Nomor 54 Tahun 2019 tentang SOTK Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD.
Perwako Nomor 55 Tahun 2019 tentang SOTK Kominfo

Perwako Nomor 17 Tahun 2020 tentang SOTK RSUD Embung Fatimah

Perwako Nomor 28 Tahun 2016 tentang SOTK Dinas Daerah

Perwako Nomor 29 Tahun 2016 tentang SOTK Badan Daerah
. Perwako Nomor 32 Tahun 2016 tentang SOTK Kecamatan dan Kelurahan

oo bhowNE

PEMERINTAH KOTA BATAM MEMILIKI 44 PERANGKAT DAERAH TERDIRI :

* Sekretariat : 2
* Inspektorat Daerah 1
« RSUD 1
* Dinas Daerah : 23
* Badan Daerah :5
* Kecamatan 112
* Kelurahan : 64

UPTD : 37
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EVALUASI PERANGKAT DAERAH

PEMERINTAH KOTA BATAM

PENATURAN WALIKOTA BATAM
NOMON 1T TAHUN 2001

TENTANG
USUNAN OROANIEASE, TATA KERIA DAN TUGAY POROR, PUNOS
SERTA URAN TUGAS DENAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIFAN
. .
Perang at Daera | Pemerintah Kota Batam oo e
WALZECITA PATAM -
: . N iiangy *  Dbvwa messndokdan ot keteniaan Peranrs
dang teld | eévValuasl Kelempagaannya pada e e e e [
10 Tahun 2006 temiwng  Nomenkisn
tnhaan Deerah dan Peratsran Keg p
o o of Wograddihe toadomesia Nosose 30 Tl .
° ag Pedomesn Mamedlniue Prangha
anhun adalah sebagal beriku ey iy = _
O Jergin i . _ WALIROTA RATAM i
Wergaintionn da PROVINSI KFPULAUAK RIA
U Gabvwn Gerdesackonn Surt dan Sekiostans PERATUMAN WALIKOTA BATAM
Mo [ Riws NOMOR 19 TAHUY 2021
188 A5/ BHUKUM-SET/202)  tan
Marrr 2 preriial  Masll Pan TR TANG
Datam senoang Tugss Mook, Pungsi da
Tugas Thnme Perpustahsan dan Kearsipas SUSUNAN ORGANISASS DAN TATA KISLA
O A € tabwn  berdasutkan  gort AL oty INSPEKTORAT DAKRAIT
dimmaksoid pada lorat o dan worul b, m
1. Dinas Perpustakaan dan Arsi
L) Orparosest. Tota Kovm dan Tuass Mok
Pagen  Dinss  Perpussak Meaimbarg s balywa  sehusan i tapkanayn  Peraruran
Pemesianall Nomee 72 Tahua 2019 teatung Ferubaue
ran Prourintah Namee I8 Tahua 2016

Pemerintah  Kota  Batam  dengan ' :

" tur Insgwkssent Daerah  Provins
paten/Kma,  Spandemgy  periu amisk
penyesuamn sechadop

diterbitkan Perwako 17 Tahun 2021 s - e e——

) Indeperaten ¢
bt mewlrsloan peescleogannen et ialisas
m bersth dan beban dant kerupel, kobus! dar
serty menungosthen efekuvizas eens dan

wrah agar lebi

AL A

2. Inspektorat Pemerintah Kota Batam

NOMOR 19 TAHUN X

wirat Sekiwtaris Dusrsdi Provins
TENTANG W Nomoe 188,34/438,1/8 HUKUM

dengan diterbitkan Perwako 19 Tahun SR e

™ KTORAT DAXRAM Organisan dan Tata Kena lnsgoktorst Decrale

WALIKOITA BATAM 1 batvws Lo A snraar primtangan selisgaanans

Gitnakvod pade liuruf o, borad b dass hurul o, sake
Meranbang A halvew schubmrgan wish peety  menesapl Perutirun  Welikots  t=umang
Femeriatah Nomor 72 Taks ! ! Scaunnn Ovgar Surr  Tass  Ke S peektirnl

Azas Prveatyran Pen
tacg Pemngiar
Duinrs Negei Mot

Llosran

3. Sekretariat DPRD Pemerintah Kota

h. Bebwe uniuk memgericst jemmn &an ke

Batam ditebitkan Perwako 37 Tahun S R e e e
2021

1 Morupme. hitusé dan
witan & s dan
Diavsati

tordasarinn sl Sekreins Deesalh Provined
senar LRSS 43S 1T MUXLM
Maret 2021 penhel el
Hertany fenintyg Susunan
Seapelitinmt Dhaerah

berdasnrkan  pertimbg pairrans

: A peadnn buriel w, b rnf €, make
perky  meneapkan Paaturan  Wallkats  tentang
N s Organissse  dun Tatn  Kevge dowpeletimd
I L Dvefuls. y
-
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Muu Supervisi Peny jan Permasciahan

- i on dan Kopegaw 3 Perangkat Daerah

Terkait Penyederhanaan Birokrasi Pemerinich
Daerah Provinsi dan Kobupaten/Koto
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MENTER2
FENDAVAUUNAAN AFPARATUR XEGAKA
DAN REFORMASI RIROKRAS)
HEPUBLIK INDOGNESEA,

Nomor B 448 M SAM.04.0r2021 2R Agn) 2021
Larmpran 5 (ma) dafiar
Hat Persatujuan Penctapan Perubshen Hasé Evalussi Jabatan

di Lingkungan Pemerintah Kota Batam

YTH. BAPAK WALNOTA BATAM
o
TEMPAT

Barkenaan dengsn surat Walkota Batlam, nomor DSORGANISASYXA2020 tanggs 29
November 2020, hat Permanonan Valdasi Perubahan Evaluesi Jaobatan kepads Mentesi PANSE

e el Persetujuan Penetapan perubahan

1 Telah diossanckan bebaraps kali revesi dokumen usulsn sl evaisss) Suatan clebh Tom
Paemenniah Kota Batam berdasarkan reviu Kementerian Pendayagunaan Aparats Negara dan

Reformas! Brokrasl. Tim Pemenntan Kota Batam mamerdukan wakiy YRNg cukup Ureuk " [ L] u
maravis dokumen usuan hasli evalias Shetsn lersebut tontama Setkaitan dengan konfigurass
fakice evaluas: jabatan dan valdasi data persediaan pegswsi aS I V

2 Hasil svaluasi jabatan pada anghs 1 sastagaimana terlampir merupekan hasid evaluas |sbantan
wedua yang telash divalidas! dan sesus dengan Peraturan Menter) Pucsiaysgunaan Aparabur -
Negars dan Reformasi Birckras: Nomor 38 Tahun 2013 tenctang Penciagan Kelas Jsbatan ot m
Lingwongan Instansi Pamenntan dan Peratoran Memvern Negsen Percayagunaan Apee atur P el I l er I n tah K O t a B at a
Negara dan Reformasi Sirolrasi Nomor 34 Tanun 2011 sentang Pedoman Evaluss: Jabatan

3 Dalam rangks e sdmmnstras, kfanys Saudss segers menindaklanjuy Sengan

2. Menyusun Peraturan Kepeis Dasran tentang Jabatan o Lingkungan Pemenntah Daeran =
bardassrkan hasi avalsasi jabatan sebalumnys yang telab disetujs Mersan PANRE dan L]
nasd evaluas j[shatan pads lsmpiran surat poersetujuaan inl b . 0 -

b Barkoordinas dengan rstansi pembies jstatan fungsonal berkaitan SANGE PeEcpouUNaIIN
dan kebutunan formas jabatan fungseonad & Lingkungan Pemernntah Daerah: dan

e e || Kementerian Pendayagunaan Aparatur

a Ssucters dopat melakukan dan mangusulkan evalsesi jabotsn kemball kepada Mendar
Peandayagunaan Apersiur Negara dan Reformas Srokras! epeila
& Adanya perubahan organisas yang mengakibatkan perubahan nomenidatus, tagss dan

R ——— Negara dan Reformasi Birokrasi

C. Hal-ha an yang menyebsbian perubaban imformast faktor jabetan. yang mengakibatkan
perubaian nits jabatan s Ses -

S Selanjutnys, Ssudara cminta untiuk melsksarakan massemen pogawal ASN  yang
berdasarkan pada sistern Ment dengan memperbsskan kualfkas, kompatensl, Knega. dan
kasbututan organsas dan agar HakSanakan seca s profesoral. bersih dar komups, seta boak
ada konflik kepantingan, dengan tetap meanarapkan ponsip kebati-nhatian, sejalan dengan tata
keloia pemerintabsan yang Sak, dan berpedoman peds kateniuan persturan perundang-
unciangan

& Apabila di kemudian har terdapat ekelinuen daken persslujusn hasi evaiuasi jabatan o, akan
dilafean partalan sabagarmans mestinya
Damioar unuk dapat dpergunakan sebagamana mestinys Alas pechatian dan  kerda

Samanys, dsampakan tarima esin

MENTER! PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASH,

s |

| »
‘ |\ |
FTJAMIO KUMOLO

Tombusan:
ittt — TR




Lampiran |

Surat Menteri PANRB

Nomor: B/ 4 63 M.SM.04.00/2021
Tanggal 1.8 Apal 2021

REKAPITULASI KELAS JABATAN DAN PERSEDIAAN PEGAWAI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

No. Kelas Jabatan Persediaan Pegawai
1 2 3
1 15 1
2 14 38
3 13 4
4 12 123
5 " 611
] 10 45
7 9 1290
8 8 1637
9 7 o4
10 [ 475
11 5 281
12 4 0
13 3 | 2
14 2 | 0
15 1 [ 0
JUMLAH | 5570

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR

NEW REFORMASI BIROKRASI,
| A\

TJAHJOKUMOLO

REKAPITULASI KELAS JABATAN DAN
PERSEDIAAN PEGAWAI
DILINGKUNGAN PEGAWAI
Lamp. SURAT MENTERI PANRB
NO.B/468/M.SM.04/2021
Tanggal. 13 April 2021
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4.PENATAAN TATALAKSANA
(PETA PROSES BISNIS)
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Berpedoman pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 19 Tahun 2019 tentang Penyusunan
Peta Proses Bisnis Pemerintah. Pemerintah Kota
Batam melalui Bagian Organisasi Seketariat Daerah
Kota Batam melakukan Bimbingan  Teknis
Penyusunan Peta Proses Bisnis kepada Perarangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Batam.
Acara Sosialisasi dan Bimtek Peta Proses Bisnis di
buka oleh Sekretaris Daerah Kota Batam
(H.JEFRIDIN, M.Si)

Nara Sumber Penyusunan Peta Proses Bisnis
Bapak Ardinal Tanjung, SE.AK.M.Si
Dari Kemenpanrb



Peserta berasal dari 44 Perangkat Daerah di Lingkungan




WALIKOTA BATAM
PROVINS] KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : KPTS. " JHK/IV/2021

s Surat Keputusan Walikota

TIM ASISTENSI DAN PENYUSUNAN

n
A AT DA DR UM eint Batam Nomor
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN 2021 "
KPTS.194/HK/IV/2021
| |

Menimbang : a. bahwa penataan ketatalaksanaan merupakan salah satu
area perubahan dalam reformasi birckrasi untuk

mewujudkan organisasi instansi pemerintah yang tepat
fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses;
b. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Mentern

n U - ia
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi I I I ' l A I
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang I e nyu S u n n

Penvusunan Peta Proscs Bisnis,

L} n L}

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana P eta P roses B IS n IS I n t
dimaksud pada huruf a dan huruf b serta Nota Dinas S anSI
SeKkretaris Daerah Kota Batam Nomor
11 /ND/Organisasi/IV/2021 tanggal 26 April 2021, periu

n L} L}
menctapkan Tim Asistensi dan Penyusunan Peta Proses P e m e rl ntah D I I I n ku n an
Bisnis Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah

Kota Batam Tahun 2021 dengan Keputusan Walikoty;

Mengingat . 1, Undang-Undang Nomor 353 Tahun 1999 tentang Pemerlntah Kota Batam I ahun
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Sizak,

Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten

Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara 2021
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rckan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabtupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
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WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

NOMOR RPTS. 5 K NT/3081 . KPTS.239/HK/VI/2021 tentang Peta

TENTANG

PETA PROSES BISNIS INSTANSI PEMERINTAH

Proses Bisnis Instansi Pemerintah
g W Dilingkungan Pemerintah Kota Batam

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan ayat 1.3 Bab | T h 2021
Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur a un
Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses
Bisnis serta berdasarkan Nota Dinas Seckretaris Daerah
Kota Batam Nomor 07/ND/Organisasi/V/2021 tanggal
31 Mei 2021, perlu menetapkan Peta Proses Bisnis
Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota
Batam Tahun 2021 dengan Keputusan Walikota;

e G L, NGBS BN, i sk Penyusunan PETA PROSES BISNIS

Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan

B R, Ko M ot berdasarkan jenis gambar peta adalah :
Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903 1. Peta Proses
L'ndangi!nd»ang N?mO:' 34 ;Tahun 2008_tenlang
g e e bl . Peta Sub-Proses

. Peta Relasi

. Peta Lintas Fungsi

Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir,
Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4830);

W

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia,
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 I.
s |
' 000 === Y , T )




-

MISI RPJPD 2005-202

Mengembangkan Batam sebagai
Bandar Berstandar Internasional

Mengembangkan Batam sebagai Salah
Satu Pusat Pertumbuhan Ekonomi
Nasional

Menciptakan Masyarakat Sejahtera

Menciptakan Kelembagaan
Pemerintahan, Masyarakat dan
Swasta yang Madani
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Menghadirkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih,
Transparan, Akuntabel, dan Mengayomi.

Mewujudkan Sumber Daya Manusia Daerah yang Bertaqwa,
Berdaya Saing dan Masyarakat yang Sejahtera.

Mewujudkan Tata Ruang Kota yang Berwawasan Lingkungan
dengan Infrastruktur Perkotaan yang Modern serta Penataan
Permukiman yang Ramah, Asri, dan Nyaman

Mewujudkan Penguatan Sektor Industri dan Mendorong
Peningkatan Peran Sektor Jasa, Perdagangan, Pariwisata, Alih
Kapal, Maritim dan Pertanian/Perikanan dalam Menopang
Perekonomian Daerah.

Mewujudkan Penguatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis UMKM
dan Koperasi yang Bersinergi dengan Kebutuhan Industri dan
Pasar Domestik.

Percepatan Pembangunan Wilayah Hinterland Sebagai
Penopang Perekonomian Kota Batam
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PETA SUB PROSES

BTH-01
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

BTH-01.1 BTH-01.1
PENINGKATAN ADMINISTRASI PENINGKATAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN KEPENDUDUKAN

BTH-01.1 BTH-01.1
PENINGKATAN ADMINISTRASI PENINGKATAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN KEPENDUDUKAN

A




WALIKOTA

—|—Visi Misi

BTH- 01
PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK

\/

GUBERNUR

}_‘

Verifikasi Rencana
Pembangunan

PETA PROSES

BTH- 02
PENINGKATAN KUALITAS SDM

BTH- 04
PENINGKATAN INVESTASI,
PEREKONOMIAN SEKTOR

BTH- 05
PENINGKATAN PERTUMBUHAN
KOPERASI, PERDAGANGAN DAN

BTH- 03
PENINGKATAN INFRASTRUKTUR
PERKOTAAN YANG MODERN DAN
NYAMAN

BTH- 06
PENINGKATAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR WILAYAH PESISIR

B Visi Misi | WALIKOTA
Terealisasi
__ FEvaluasi GUBERNUR
Pembangunan

Kebijakan

.

—_—

TR
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e-ide)

Pokok ™
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g - | ‘
ORI

Organisasi dan Tata
Laksana

Pembinaan dan
Pengawasan

Pengendalian dan Evaluasi, Penelitian
dan Pengembangan

BTH-14
Pengelolaan Keuangan,
Aset, dan Pendapatan

Daerah

- ol i . e

INDUSTRI, JASA, PERTANIAN DAN UMKM
Penyusulnfam.Pere.ncanan_> PERIKANAN
Instansi Vertikal & Evaluiasi Kegiatan Kebijakan Perencanan
[~ Proses Penduku ng Pembangunan : :
Instansi Vertikal
BTH-07 BTH-08 BTH-09
Pelayanan Administrasi Penataan Perundang-undangan Pelqyar!an Tekno[ogi Informas[ _ B Stakeholder
Stakeholder Umum Komunikasi, Persandiaan dan Statistik Kebijakan Perencanaan
dan Pelayanan Hukum (Pemangku
(Pemangku Pembanguan .
) —Bahan Kebijakan—> Kepentingan)
Kepentingan)
Proses Manajerial
___ Peningkatan Masyarakat
IPM
Masyarakat —
Masukan Bahan Sl BTH- 11 BTH- 12 BTH - 13
Pengelolaan Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah, Pengelolaan Sumber Daya ASN

(I TETI
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PETA SUB PROSES

PETA SUB PROSES

Masyarakat

Masukan perbaikan Pelayanan\\

Instansi Terkait

—
Panduan Peningkatan Mutu pelayanan—

BTH- 02
PENINGKATAN KUALITAS SDM

|

Pemenuhuan standar pelayanan

BTH- 03
PENINGKATAN INFRASTRUKTUR
PERKOTAAN YANG MODERN DAN
NYAMAN

L pemenuhuan standar pelayanan——

BTH- 04
PENINGKATAN INVESTASI,
PEREKONOMIAN SEKTOR INDUSTRI, JASA,
PERTANIAN DAN PERIKANAN

jPemenuhuan standar pelayanan

BTH- 05
PENINGKATAN PERTUMBUHAN
KOPERASI, PERDAGANGAN DAN UMKM

v

v

Pemenuhuan standar pelayanan——

BTH- 06
PENINGKATAN PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR WILAYAH PESISIR

—
.
_—
—_——

BTH- 01

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Peningkatan Kualitas pelayanan Publike==—%

Masyarakat

BTH-01.1
PENINGKATAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN

BTH-01.3
PENINGKATAN MINAT BACA
MASYARAKAT DA
PENGELOLAAN KEARSIPAN
DAERAH

y

Instansi Terkait

Peningkatan Kualitas pelayanan Publik

BTH-01.2
PENINGKATAN ADMINISTRASI
KEWILAYAHAN

BTH-01.4
PENGELOLAAN PELAYANAN
PERIZINAN

Peningkatan Kualitas pelayanan Publik—>
| T g pelay

BTH- 02
PENINGKATAN KUALITAS SDM

Peningkatan Kualitas pelayanan Publik——>

i

BTH- 03
PENINGKATAN INFRASTRUKTUR
PERKOTAAN YANG MODERN DAN
NYAMAN

_I-Peningkatan Kualitas pelayanan Publik—>|

BTH- 04
PENINGKATAN INVESTASI,
PEREKONOMIAN SEKTOR INDUSTRI, JASA,
PERTANIAN DAN PERIKANAN

_[Peningkatan Kualitas pelayanan Publik—

BTH- 05
PENINGKATAN PERTUMBUHAN
KOPERASI, PERDAGANGAN DAN UMKM

Tl
BTH- 06

PENINGKATAN PEMBANGUNAN

Peningkatan Kualitas pelayanapf’ubli

INFRASTRUKTUR WILAYAH PESISIR




PETA LINTAS FUNGSI

BTH-07.04 CFM 01
Penataan Administrasi Pemerintahan

Z

<[ .
li: E Penyusunan Jadwal Pembuatan I?erS::?aa:
L Y . | —»  Undangan —» Juatdn
F 2z Acara Sosialisasi Sosialasi RT/RW Sosialisasi
2 RT/RW

L
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Pelaksanaan
— Kegiatan Sosialisasi —
RT/RW

RT/RW
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BTH 01.2 CFM 10 TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN (SILATURAHMI WALIKOTA)

PETA LINTAS FUNGSI

Phase

z
<

|_

<§E RAPAT KOORDINASI
<

8]

L

~

<

o

n

L

v

P _— ]
<

I

<

o

o
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L

v

-
<
=z
<
o
<
>
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<
=

PERSIAPAN
PELAKSANAAN
SILATURAHMI

WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA BATAM

VERIFKASI LOKASI
KEGIATAN

¢

PELAKSAAN
KEGIATAN
SILATURAHMI
WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA
BATAM

LAPORAN HASIL KEGIATAN




PETA RELASI

PETARELASI

BTH-01.2
PENINGKATAN ADMINISTRASI KEWILAYAHAN

KECAMATAN SEMUA PERANGKAT DAERAH
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.......
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ra =B 1)
WALIKOTA BATAM
PROPINS] KEPULAUAN RIAU

TS AT BT - Surat Keputusan Walikota

TENTANG

TIM ASISTENSI PENYUSUNAN DAN PENYEMPURNAAN STANDAR B atal I I N O I I l O r .
OPERASIONAL PROSEDUR INSTANS] PEMERINTAN DI LINGKUNGAN .

PEMERINTAH KOTA BATAM TAHUN 2021

KPTS.197/HK/IV/2021

Menimbang bahwa dalam rangka Penyusunan dan penyompurnasn
Standar Opecrasional Prosecdur Instansi Pemernintah d:

LBngkungan Pemernntah Kota Batam dan Berdasarkan
Nota Dinas Sekretaris Daerah Kola Batam Nomor

12/ND/OrgenisasifIV /2021 tanggal 26 April 2021, periu
menctapkan Tim Asistensi Penyusunan dan
Penyvempurmaan Standar Operasional Proscedur Instansi

n |} n
Pemerintah di Lingkungan Pomernintah Kota Batam I I I I l AS I Ste n S I Pen u S u n an
Tahun 2021 dengan Keputusan Wahlkota;

Mengingst 1 Undang-Undang Nomor 353 Tahun 1999 tentang -
P bk oAb Pelelwans Tt an Stanadar Operasiona
Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak Kabupsten RKarimun, EKabupaien Natuna,

Kabupsten Kuanuan Singing dan Kota Batam

L} n
(Lembaran Negara Republbk Indonesia Tahun 1999
Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3902) sebagsimana teiah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga

L} L] L
Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang DI I I I I k l I n an P el I I er I I l tal I
Pembentulcan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten

Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten
Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,

Kabupaten Kuantan Singingi dan Koia Batam

[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 u

Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomer 48580);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Fembentukan Peraturan Perundang-undangan

{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Rcepublik
Indonesia Nomor 5729) scbagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tabhun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
- 1 - P T - = T & . 13 ol B g e
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Pemiko Batam terus menggess pemasangan alat
porekam transaks atau tappi box oy ho
restoran tempat nbura .1“,".\1}-‘ hBatam
Pemasar gan lapping Dox i meningkatscan
pendapatan asll daerah (PAD) Batan

‘l MASANGAN TAPPING BOX 4
TAPPING BOX 2019

Daerah dalam Tatanan Normal Baru 2020. Pia
penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh

SRATAM
MEVINO P

24 DRAN
263 w 1.293 APBD BATAM 2020
Bé we 372 |RP3OISTRILIUN|
asopt rrljzg . 35 TARGET PAD BATAM 2020 |
58 oeass 1 RP1L499 TRILIUN |
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BATAM JUARA FAVORIT

Batam menjadi juara favorit di Lomba Inovasi

Menteri Dalam Negeri Rl Tito Karnavian kepada
Wakil Walikota Batam H Amsakar Achmad di
Jakarta, Senin (22/6).

Bkatabatam
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INDEKS SPBE BATAM TAHUN
2020 ADALAH 3.11
BERDASARKAN PENILAIAN
KEMENPANRB DENGAN
KATAGORI BAIK LEBIH BAIK
DARI INDEKS NASIONAL Dl

ANGKA 2,18
** Layanan Publik Berbasi
Onlie DI Pemko Batam



KEMENTERIAN PANRB

TOP INOVASI PELAYANAN PUBLIK
TERPUJI KIPP 2021

( KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK

ﬂOP INOVASI PELAYANAN PUBLIK TERPUJI KIPP 2021
. KLASTER KOTA -

&

. P *
Wy panrb BerAKHLAK omye: @

e

/4

PENERIMA

TOP INOVASI PELAYANAN PUBLIK TERPUJI

KOMPETISI INOVASI PELAYANAN PUBLIK 2021

AR




Presentasi dan
Wawancara KIPP 2021
Inovasi Tapping Box |
Optimalisasi Pajak
Daerah

¥
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I.:h.np presentasi dan wawancara

dilakukan secara daring oleh Tim Panel
Independen Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasl Birokrasl Republik Indonesia
RUNA lln'l‘.li‘llvﬂk.llt |u|) inovasl lc'li\lnl

ada Kompetist Inovasl Pelavanan
| | )

Publik (KIPP)
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TOP 45
INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2021
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PEMERINTAH PROVINSI

DA Yogyakarta
Jogua (Cara ity Usaha Tangguh
£

istem Pembir
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24N Koperas)
aku Usaha)

AKSI TAL)
Petani Peduli

Provinsd Jawa Barat
INTAN (Akw)

Perindungan Tanaman)

a Barat - Miny Cottle
Terpadu (ML

otong ol

Provinsd Fap
Yord Solusi Pelayanan
YARD SIFANDLU) S

Provinst Papua Barat
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or Kelautan D
ulawesi Selatan)

Provinsi

(Cera Pearizin
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an Sekt

Perikanan Provinsi
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PEMERINTAH KOTA

DIGITASI (Data
Tanaman

Kota Balikpapan
dan informasi Digital
Koleks!) Kebun Rava Ba Ixpapan
Kota Batan
sas Pajak Daerah

Tepping Box

Optimal
Kota Denpasar - Nayaka Prana
(Pelayanan Pengaduan Kekerasan
Perempuan dan Anak)

Kota Makassar - SENTUM PUSTAKA
(Semua Membantu Menghidupkar
Perpustakaan)
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WALIKOTA BATAM

Batam, 30 Desember 2020

Nomior 136 ) BKPSDM-PPIFXII2020 Kepada Yth

Sifat Segera Menteri Pendayagunaan Aparatur
Lamp 1 {satu) berkas Negara dan Reforrmnasi Birckras
Pernhal Perba&an Usulan Aparstur Sips Republik Imxiones

N ra di Lingkungan Pemeriniah di

Kota Batarm Tahun 2021

JAKARTA

Menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparaiur Negara dan
asi Brokrasi Nomor BM1313/M.SM 01 0002020 tanggal 1 Desember
0 perihal: Pengusulan Kebutuhan Guruy PPPK dan Perbaikan Usulan ASN
Tahun 2021, dapat disampaikan hai scbhagai derkut:

1 Usulan kebutuhan ASN Pemernntah Kota Batam Tahun 2021 anyax

3.266 (tiga ribu dua ratus enam puluh enam) usulan formasi dengan rnincian
sabagail bernkut
a Usulan CPNS = 445 Formasi
* Tenaga Gury - O Formasi
Keseahal = 57 Formast
:aehatan RSUD = 145 Formas
Tekns lalinnya - 243 Formasi

Usulan FPPK 2821 Formasi

e Tenaga Guru = 2624 Formas:
« Tenaga Kesehatan = 23 Formas
T tan RSUD = 148 Formas
= Tenaga Tekos lainnya = 26 Formas

n ASN Tahun
ulan fomas

usulan Kebutuhan Gurue PPPK dan Perbaikan Usu
Wi di atas, akan diunggah pada menu "unggah
yang apat dalam aplkasi formasi. Selanjutnya 1

Bapak mempertimbangkan dan menyetujul usulan scbagaimana dmaksud

Demikian disampaian, atas perhatian Bapak diucapkan tenma kasih

>

/)’thmgﬁ\ BEATANM
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o\ _*

Wakil Walikota Batam
Sekretaris Daerah Kota Batam
Inspekioratl Dasrah Kota Batam

Perencanaan kebutuhan Pegawal
sesual dengan kebutuhan organisasi
dan Penerimaan Pegawal dilaksanakan
dengan transparan, Walikota Batam
mengajukan usulan Aparatur Sipll
Negara di Lingkungan Pemerintah Kota
Batam ke KemenPANRB

No0.126/BKPSDM-PPIF/XI1/2020

|




PENERIMAAN PEGAWAI SECARA TRANSPARAN

. SEAAMDA JAM LATORMZL - MO PROGAAM PERLS FEPEEAMA N - ook Q

PENGUMUMAN

Daftar Pelamar P1/TL Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negesi Sipil Kotz

Batam Formasi Tahun 2019

MOUADA D L TR Mol PROGAAV FRI

Pengumuman Lekasi Ujian SKD untuk Pelamar CPNS di Lingkungan Pemerintah

Kota Batam Formasi Tahun 2019

PEMERINTAH KOTABATAM

PENGUMUMAN

Kepada Peserta Suleksi Pararinsan CPNE Kods Butam Tatain 2018

1. Peacetacan Kartu Pesanta Ujlan CPNS 2019
06 Januari 2020. Adapum karty ufian yang telah ¢
tersebut, disarankas untuk cheetak ulang

jusan mulai tanggal
10 sededum tanggal

2. Lokasi Upan SXD ahan disdsanakan ok UPT, Kanreg X8 Bstam
Gedung Bersama Peenko Batam LE 531, Raja 153 Batam Centre.

Pelaksanoan Ujlan CAT SKD skan caksanakan tanggal 27 Januari 2020

UJIAN CAT




Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/

Kode Perilaku Pegawal dan Reward terhadap Kinerja Aparatur

LIk ﬁ': BATAM
PROPINS|I KEPULAUAN RIAU

TTWATIFEOTA BATAR
PROPFINSI KEPULAUTAN RIALT

FEFRATURAN WALIFOTA BATAR
MOMOR S TAHUN 2020

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 25 TAHUN 2014
TENTANG TENTANGSG

TAMBAMHAN FENGHASILAN FEGCATWATL AFAFATLUR SIFTL
HNEGAFRA DI LINGEUN GAN PFPEMEFRINTAR HKOTA BATAR

NODE ETIK PEGAWAIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. DENGAN FAHMAT TITHAN YANG MASA ESA&

WALIKOTA BATAM WALTEOTA BATAR,

Blendrmbearmg - o balhea bDerdasarkoan lostentuan Pacal 58 2 Peraacuraoas
FPemerintah Nomor 12 Toakuan 2019 tentanyg Pengelolaan
Fruangnan Dacsrah yoaneg menyatalooan bahwa Femerintals
da=rah dapoat membesilcses armbahan penghoacilaom
kepada Apacrmtar Sipdl Nepaera deneaen memnmeeerhaesbosme

Menimbang bahwas untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 12 ayac (1)
huruf a Peraturan Pemenntah Nomor 42 Tahun 2004
tentang Pembinsan Jiwa Korps dan Kode Enk Pegawas
Negeri Sipal TTean Walikota Seclaku Peojabat Pembina

' -0 kar rat: 3 i 15 ¥ 1=t

l\rrx‘v_nu.. nn--:.t‘x,-r‘uaa‘.. F:_‘ n,lrnr:‘ Va xk;1 [‘ i . 1 h ., 4 a = =
S31 ZAWE t 3 5 = ah ¥ -

Le “»“‘lyf i e, okt ok ek, ook Bl atkr el rpercetujusan DFPFFRED cecusi denpmsn ketentuases erataTaes

Kots Batam; rerundang-undanEgan LR din=taplocan dengam
ok 2 FPeraouram Hepala Daecerak dengan bersedormoan pada

T 1 as 8 ayat (6 vl > Undang Dasar Fepubhik . + ¥ 3

Mengingat 1 Pasal 1 ayat (6] undang ndang L P P—— - Pe + P —etel apat

Indonesia Tahun 1945

Ppercetujusan menteri;

2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang

Pembentukan ®&asbupaten Pelalawan, Kabupaten
okan Hulu, Kabupaten Roka Hilir, Kabupaten
E Kabupaten Karimun, abupatens  Natur

B. babhwa pemberian Toammbabhaoes Pengho=ilaes Pegacrmi
Aparatiar Sipdl MNMegar= Dasrah Foota Ematorr peladb
merndsapeat percetminemn doari Hementerisey DRadsen M epoerd
berdacarlkan Surrat Homor @001 T3 Heunda tampeal 17

T Kaantan Singingi dan Kota Batam Jamnuari 2020 teEntan E Pemberian Tammbahaoe
cgara Republik Indonesia Tahun 1999 Penghasilan Pegacvai [TPFP] Hepada ASMN Dasrah Tahim
Tars Lembaran Negara Repubhk peta e

Indonesia Noosor 2) sebagmimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang Undang
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubabhan Ketiga
Atas Undang-Undang N or 353 Takburn 1999
terntang Pembentukan Kabupaten Prlalawan,
Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Roksn Hilir,
Kabupaten Siak, XKabupaten Karnmun, RKabupaten
Natuna, Kabupaten Kuantan Singing dan Kota
Batam {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 1OV, Tambahan Lembaran Negara
Repubhk Indonesia Nomor 45805,

bBalrera dalsrsm reampglhes meninglkcatlhesn disipliss, motiveasi,
imerja dan Iessjahterasn Aparaduar SHpil MNMegarsa di
Lingkusngarn FPemerintah Hota Batarn, makem Ee=xha
diberikcar tambakhan penghaclan Aparadar Sipil MHegsaea
e de=ngz=n Eeratuaracs perundaneg-undasEgan
beardacarian kemesarmpuoass keoeasmemy demereming

. baliora berdascmricar Ppercimbarmpman ceapmimn ooy
dirmalooued peads huaoruf &, huaroaf b dan booemaf o, maks
perlnia dicetaplocan dengan Peratoran Walilcoosa Batarnm
tentang Toambakhan Penghacilan Pegaswad Aoecatoer Siedl
NMegara di Linglunges Permerintabh Kotee Boatacen .

3 Undang-Undang Nomor S5 2 Tahs 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik MMengingas - L. = — 18  oowmt 18] Undang-Undang Dasar Negass
Indonesia Tahun 20158 Nomor 6, Tambahan Fepublils Indomesis Takum 19435,
saran Negara Republik Indonesia Nomor 5493%)

= TTndang-TUindang MHomor 53 Tabhuan 1999 et
Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 entang Pembentukan Kabupaten Pelalaman, Kabupaten Foloasm
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Repubilik Hulu, Kabupaten Roloan Hilir, Eabupasen Sdalc,
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2944, Tambahan Eabupaten Hasirnun, Eabupaven Natoma, HEabupsadses:
Lembaran Negara Republhik Indonesia Nomor 55837 Fuantan Singingi dam Eota Batamm [Lembaran Hegara
secbhagammanas Undang-Undang Nomor 20 Tahun Fepublilc Indomecsia Tahoan 1999 Momor 151 Tambabhae
2 Lot 2 Lo e Lexmbacrman HNegara REepublik Imndonezia Nomors 3503,
—




SIMPEG

 Poprm Nagert Ssl

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian
(SIMPEG) KOTA BATAM memberikan informasi

kepegawaian yang cepat, akurat sehingga dapat

dijadikan dasar pertimbangan karier PNS.
Pelayanan yang baik dan maksimal serta
alternatif pelayanan yang ada guna
mempermudah PNS Kota Batam dalam urusan
administrasi kepegawaian.



AWARD 2021

KATEGORI -4
IMPLEMENTASI PENILAIAN KINERJA

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

!
| PEMERINTAH KOTA BATAM

PEMERINTAH KOTA SURABAYA

entialan

inerja In u

Penghargaan Tingkat Nasional
BKN AWARD 2021

Peringkat 2
Pemerintah Kota Tipe A

Kategori
Implementasi Penilaian Kinerja

N I. 2,2 |
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AWARD 2021
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PERENCANAAN KEBUTUHAN, PELAYANAN
PENGADAAN, KEPANGCKATAN & PENSIUN
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Y @r Y PEMERINTAH KOTA
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PEMERINTAH KOTA
TIDE A
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Penghargaan Tingkat Nasional

BKN AWARD 2021
Peringkat 1
Pemerintah Kota Tipe A
Kategori
Perencanaan Kebutuhan,
Pelayanan, Pengadaan,
Kepangkatan dan Pensiun
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.

U
|
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Lampiran - Screenshhol Aptkasi LMKPN Capaan LHKPN Pemgnntah Kota Batam
Tanggal 20 Januan 2020 (100%)

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMEER DAYA
MANUSIA \

e

[ra. HASNAM
Pambina Liame-Mucy
~=1P 16680714 1089042 001

Lampiran | Report Kepatuhan LHKPN

e e C e

KEPALA BATIAN KEPEGAWAIAN CAN
PENGEMBANGAN 3 '\mf.ﬁu‘\

- m&“a({m&

.Lu HASNAM
& Utama Muda
NI# 19 31 14 1985062 001

PEMERINTAH KOTA BATAM

TAHUN 2021
» WAJIB LAPOR :1.240
» SUDAH LAPOR : 1.240
» BELUM LAPOR :0
- KEPATUHAN  :100 %

« WALIKOTA 11
 WAKIL WALIKOTA L.

« ESELONII : 38
« ESELON Il : 196
« ESELON IV : 880
« JFT 1124

BATAM MENDAPAT PENGHARGAAN
ATAS KECEPATAN DALAM PELAPORAN
LHKPN 100 % DARI KPK




Batam Menjadi Satu-satuonyga
Kota Penerima Anuvgerahb
LHKPN dari KPK
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KOMISI APARATUR SIPIL NEGARA

Indonzglan Civil Service Cune

WALIKOTA BATAM

Noenor B KASN/M 22016 Jakarta 7y Desambar 2019 Batam, 2¢ Desember 2015

| REKOMENDASI HASIL
T | St SELEKSI TERBUKA JPT PRATA | s - W

Pemerintah Kota Batam Lampiran 1 (satu) berkas Negara Republk Indonesia

wr . Perihal Laporan  Pelaksansan  Seleksi
dlan ota Batam D I L I N G l ' N-GA N P E M KO Terbuka JPT Pratama di Lingkungan di _
Batam, Provinsi Kepufauan Risu Peamerintah Kota Batam Jakarta

Desgan hoemat BA I AM DARI KO MI 3 Bardasarkan Sural Pantia Seleks! Terbuka Jabatan Pimpinan
Tinggi Pralama i Ungkungan Pemarintah Kots Batam Nomor

Sehubungan dengan surat Saudara kepada Ketua Komisl Aparstur Sipil Negaras 14/PANSEL-JPTP/BTM/XIN201E tanggal 23 Desember 2018 perhal

Nomor . 308BKPSDAM MKPIXII/2019 tanggal 26 Dasember 2019 parhal  Laporan Laparan Hasil Seleksi Terbuka JPT Pratama d Lingkungan Pamarintah
APARATUR SIPIL NEGARA

Pelaksansan Seleks Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kata Batam
barsamsa ni karmi seenpaikan hal-hal sebagal benkut
1. Pemerintah Kols Batam telah malaksanaksn Sedaksi Terbuka Jabatan
Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Keta Batam unfuk
8. Kepata Dinas Komunikas! dan Informatks N O B _454 1/ KAS N / 1 2/2 O 1 9 3 (tiga) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratarna sebagai berikut :
b Kepats Dinas Kepemudaan dan Olahraga n a. Dinas Komunikas: dan Informatika Kota Batam;
¢ .

1. Kami mangucapkan tenma kasilk atas penyampaan Laporan Masd Akhir Salaksi
Kepata Badan Kesatuan Bangsa dan Politik . b, Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kota Batam;

Tertuka 3 (tiga) JPT Pratama di Lingkungan Pemenntah Kota Basam, yatu
c. Badan Kesaluan Bangsa dan Politk Kota Batam

2. Setalah melakukan evaliasi terhadap kelengkapan aporan hasil sakeks! terbuks ]
tersebuyt rf\ada rm'lv;:mra kami dapat menyetujul kargna telah sesua dengan <N \ A 2 Darn hasd Seleks Teruka tarsebut, Paniia Seleksi lelsh menetapksn
proces tahapan palaksansan sekeksi lerbuka secam lengkap dan panta saleksi ¢ i ingai uniuk uka itetap
terbuka menghasdkan 3 (Igal nama calon PPT Pratama. yastu ;‘g?;;ip;q;ﬁxqﬁ?g;%%ﬁ'm‘ ! e e 5!
[Nai Janstan | D{fign) Nama Galon PPT Pratama |

3 Sehubungan hal tersebut diatas, kaml laporkan hasll pelaksanaan
Seleksi Terbuka dmaksud sebaga mampiran

3 Sesua dengan ketentuan UU Noree S Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negars Demikan disampaian, atas pechatiannya diucapkan serima kaslh
Pasal 115 ayat (4), Pejabal Pembing Kepagawaian memilit 3 (satu) dan 3 {tga)
nama calon Pejabal Pmpinan Tinggl Pratama yang tanpilt, urtuk ditetapkan dan
dilanmic  sebagal  Pejabat Pimpiran Tinggl Pratama, dengan  catatan
memperhatkan persyaratan dan ketentuan peraturan peaindang-undangan yang
terfas antara lain. {1) berusia paling tinggi 58 (Ima pukuh enam tahun) dan O (nod)
han pada saat pelantikan

4 Apabdlo dkemudan hari ternyala terdapat informasi yang disasmpaian tdak
sesuni dengan fakta yang ads, maky rekomendas ini akan kami lirgau kembal

Derrskian karm ssmpalcan, atas pechation Saudars divcapkan lenma kasih

N

‘TYJ\LIKOTA BATAM

w

Tembusan disampakan Kepada Yh

Mamer Pandsyagunaan Aparatur Negam dan RB Reputilk Indonesia;
Momen Dalam Negen Republk Indonesia

Gubernur Kepulauan Riau;

Wil Walikota Batam,

Kepola Badan Kepegawsan Negara Republix iIndonesia

Sekretans Dacrah Kota Batam

Inspeitsr Daerah Kota Batam

YDA RPN -

Tembusan Yth

1. Menteri Dalam Negeri

2. Menteri Pendayagunasn Aparalr Negara dan Relomasi Birokrasi
3 Kepsls Badan Kepegawaian Negara

4. Gubemur Kepulauan Risu

5. Kepala Kantor Regional XII BKN Pakanbaru
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CAPAANMCY o

KABUPATEN/KOTA | it
0| KEPR| o TANJUNGRINANG - 6

+ NATUNA 0
b LINGGA s §0

PEMKO BATAM DAPAT
PENGHARGAAN DARI KPK

Mr Gapatkan ki tertinggl capaun Monkor " LJPcmkosommakontemsbempayomcnlngkatkanpcmlalonm
ity oo rson irtson. i aim g “T)°T) sesuol dengon standarisas! yong ditetopkan oleh KPK.
QQ Satu pre f,;r,,;;mb;, , misalnyo untu 7;;;* ot Pad H MUHAMMAD RUDI-Wallkota Batam

. . o l.-s m_ |
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WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

e Peraturan Walikota Batam

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

waLIoTA BATAM Nomor 7 Tahun 2021

Plernmmbang : a bahwsa dalam ranglks pengelengssraan pemerintahsn
yvang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme di lngiungan Pemerintah Kota Batam,

Pejakbat /Pegaw=si Pemerintah Kota Batam dilarang e n an
menerimas hadiah atau sustu pemberian dari siapapun

yvang berhubungan dengsamn j jakatan dan pekerjaannys;

e el e e e 8, e Pedoman Pengendalian

Inglcungsn Pemerintan Kota Batam sudah tidak sesusa
dengan kebutuhsn, perkembangan dan peratuwan

e L et Gratifikasi Di Lingkungan

dimalcsud pads huradf a dan hwaf b, periu menetapkan
Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Ingicungan

P T Bt e Parsvaren Wil Pemerintah Kota Batam

Plengngat : 1. Passal 182 ay=at ({6) Undang-Undang Dassr Negsra
Republiik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelengparasn Negara Yang Bersih dan Bebas dar
Korups:, Kolusi dan Nepotisme (Lembsran Negsra
Republikk Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republilc Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korups: |(Lembsasran
Neg=ra Republii Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Repubklik Indonesia Nomor
3874) secbsgaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentsng Perubahan atss

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

~ '-lds-t‘. | IS 4 - g -

h-}'.q,l.l ..A},..‘J i < _; ° : !”.
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PROPINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : KPTS, 3 /HK/ ¥ /2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN ' ‘ ’
SEKRETARIAT UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI Jr:! l&: ! s

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

N INSPEKTORAT DAERAH KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM
rend | Bl G ek i Nomor : KPTS.313/HK/IX/2017
\ahnrﬁ —— PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN
SEKRETARIAT UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
Mengugn: i LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM
K
——— KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KOTA BATAM
___INSPEKTORAT DAERAH e B v KPTS.034/INSP-BTM/1/2020
T AN o el PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM
PROSEDUR BAKL PELAKSANAAN KEGIATAN
STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) s
PENANGANAN GRATIFKAS! byt

NOMOR : 6| /INSP-BTM'SOP/N2020




Qﬂwmmm

 memiliki atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi
 terhadap setiap penggunaan wewenang

| sehingga dapat mempengarubi

| kualitas keputusan dan/atau tindakannya

‘ Prosedur Pelaporan

+ Pelaporan kepada atasan melalui surat
Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan
Kota Batam jika atasan mengabaikan

« Pelaporan oleh pegawai melalui email
Inspektorat Kota Batam

+ Pelaporan oleh Masyarakat melalui
Layanan Pengaduan Masyarakat

CONFLICT

(1) Penyalahgunaan Wewenang

_,:ﬁ‘..}/ (2)Perangkapan Jabata|

(3) (3) Hubungan Aliansi
T INTEREST \
ettt iy @ Kelemahan Sistem Orgamsm
Wl “ " {4) Gratifikasi

PENYEBAB BENTURA|
KEPENTINGAN

:
|

'y ¢
- e

PELAKSANAAN DAN EVAL UASTE
FPUBLI IC CA3PAIGN
PENGENDAIL IAN GRATIFIKAS])
DI L INGKUNGAN INSPEKTORAT DAFRAH

KOTA BEATAM

Semester |
PERIODE JANUARIL s.d. JUNI 2020

Disssun olelr
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKAST
INSFERTORAT DAERAMN KOTA BATAM

qé;:’ GCRATIFIKASI @

KENALI,
PAHAMI,
WASPADAXL

LAPORKAN."?

1 INSPEKTORAT DAERAH
KOTA BATAM




PEMERINTAH KOTA BATAM
INSPEKTORAT DAERAH

2. RAIA 15A NO. 17 GEDUNG DINAS BERSAMA LANTAT 3 KELURAHAN BELIAN KECAMATAN SATAM XOTA
KOTA BATAM - 29444

KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KOTA BATAM
NOMOR : KPTS.0BANSP-BTMVINZ019

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELAKSANA
IMPLEMENTAS| SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN INSPEXTORAT DAERAH KOTA BATAM
TAHUN ANGGARAN 2018

INSPEKTUR DAERAH KOTA BATAM, S J@) J P)

a bahwa dalam rangks melaksanakan Keputusan Walkols Batam
Nomor © Kpts. 3TE/HK/XI2017, tanggal 28 Nopember 2017 tentang
Pembentuan Satuan Tuges Pelaksana Implementasi Sestem
Pengandalian Intorn Pemerintah Kota Batam, maka dipandang periu
urduk Glrdaddan|u -

Linghungan nspeing e e KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH KOTA

0. batwa uniuk meiaks

lersebud dialan, selad BATAM

Daeran Kots Batam
Mengingat 1. Undang-Undang N
Kabopaten Pelsiow LAPORAN HASIL KPTS.8/INSP-BTM/VI1/2017

oy e PENILAIAN RESIKO PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN
GRATIFIKASI DILINGKUNGAN

=\ PEMERINTAH KOTA BATAM
seaet |
-

i i e PEMERINTAH KOTA BATAM

Menimbang

PROSEDUR BAKL PELAKSANAAN KEGIATAN SOP MONEYV SPIP
LAPORAN HASIL PENILAIN RESIKO

fjoxrs

STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOF) I BATAM

MONITORING DAN EVALUASI TENTANG SISTIM PENGENDALIAN INTERN

PEMERINTAH

NOMOR ; 4« (INSPATWSOPN2020

!
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PERWAKO BATAM 37 TAHUN 201T

TENTANG
LAYANAN ADUAN MASYARAKAT MENGGUNAKAN SISTEM
ELEKTRONIK

*REGISTER TINDAK LANJUT PENGADUAN MASYARAKAT

REGISTER DAN TINDAK LANJUT PENGADUAN MA

{asil Tindak Lanjut

Akhmad Tarmizi, 5.5¢

a 5 BPBJ 2019 yang baru

n

\ El
Yth.Sdr.Bpk.HORAS SIHITE Direktu

Gaodwill Laura di Batam

erima oleh Pkja, yang ma hal inl bertentangan dengan Drs.Achmad Arfah, M.5i (Auditor Madya)

hun 2010 pragraf kdelapan Pasal 8 buti 1

nggal 17 Februari 2020 perihal

Surat Dalam Proses

t ian saudar Aprilda Renta R Siho
mulai 02 Januari 2018 oleh RSUD Embung Fatimah Ko




WALIKOTA BATAM
PROVINSI[ KEFULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM

Menimbang : bahwa salah satu faktor tesjadinya tindak pidana

Mengingat

korupsi karenma adanya benturan kepentingan, dan
dalam rangka menuju  tata  kelola pemerintahan
yang bebas korupsi, maka perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang pedoman Penanganan Benturan
Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kota Batam,

1, Pasal 18 ayat |6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

5

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersth dan Bebas dan
Korupsi, Kolusi dan Nepotismelembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3874) sebaganimana telah diubah
dengan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomaor 4150);

4, Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Huly, Kabupaten Rokan Hillr, Kabupaten
Siank, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3902) sehagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu
Kabupaten Rekan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten
Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan
Singingl dan Kots Batam [Lembaran Negara Republik

T — - — T

PERWAKO 46TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENAGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

* SOSIALISASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN




SALINAN

PERWAKO 46 TAHUN 2018
TENTANG
PEDOMAN PENAGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM
« SK WALIKOTA BATAM KPTS.316 /HK/VII/2020 TTG TIM ZI
* SK WALIKOTA BATAM KPTS.317/HK/VII/2020 TTG OPD

2\
>ﬁ
3

WALIKOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALIKOTA BATAM
NOMOR 34 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

CALON UNIT Z|

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA (i«; \
WALIKOTA BATAM, “&F
WALIKOTA BATAM

PROVINSI KEFULAUAN RIAU

KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : KPTS, 3 JHK/VII/2020

e

PROPINSI KEPULAUAN RIAU

TENRTANG

TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRAS] BERSIH DAN
MELAYANI SERTA TIM PENILAI INTERNAL DI LINGKUNGAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM
NOMOR : KPTS. 33 /HK/ »™ /2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DAN
SEKRETARIAT UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3)
Peraturan Walikota Batam Nomor 34 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan
Pemerintah Kota Batam perlunya dibentuk Unit
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota
Batam yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan
Walikota;

Menimbang !

mbang

PEMERINTAH KOTA BATAM
WALIKOTA KOTA BATAM,
bahwa untuk melaksanakan )ct-n uan L..x"npn"a'l

Peraturan Walikota Batam Nomor 34 Tahun 2020
tentang F'-"::» —:’nbl wgunan lana lxl ".::1

Menuju Wils
Birokrasi Ber ,.l‘x dun
Dinas Inspektur Dac
BT.\(,-'ND:“’IY;‘ZC"IZ t
menetapkan Tim Pembs ngun n / R l"ll"?"l 2
Wilayah Bu; x8 dar l\\rupv' dan Wilayah a8t
Bersih dan Melays serta Tim Pentlai Internal di
Lingkungan Pemerint .,h Kota Batam dengan Keputusan

v, ~Tk
f—

—
P
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LAPORAN KEUANGAN 8 KALI WTP, KEMENKEU BERI PEMKO BATAM PENGHARGAAN

PEMERINTAH KOTA BATAM
MASUK DAFTAR DAERAH
PENERIMA ALOKASI TRANFER
DANA DESA
DAN PENGHARGAAN WTP ATAS
LKPD TAHUN 2019
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Kota Batam telah mendapat WTP dari BPK sebanyak 9

(sembilan) kali berturut-turut semenjak tahun 2010

I I
Laporan Hagil Pemerikzaan (LHP)

Mo. | Tahun | Opini Buku | Buku ll Buku I
Momar Tanggal Perihal Momar Tanggal Perihal Momar Tanggal Perihal
LHP ATAS KEPATUHAN
1 | 2010 LISVITROTR0M | JUI20M  |LHP ATAS LAPORANKELANGAN . /SXVILTRO7011 | L1201 | TERHADAP JSVILTRIO72011 _JLI201  |LHP ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PERUNDANG-UNDANGAN
LHP ATAS SISTEM LHP ATAS KEPATUHAN TERHADAP
2 | 20m 2ALHPINILTIPIOS2012 [30MEI2012  |LHP ATAS LAPORANKEUANGAN 2 BLEPDVILTURIOS2012 [30MEI2012 |5 STBSSIER 2CLNVILTRS2012 [onEzoiz | e
LHP ATAS SISTEM LHP ATAS KEPATUHAN TERHADAP
3| 212 | WIP |[DALFPIXITIPOS2013 18 MEI2013 L ATAS LAPORAN KEUANGAN 10 BLHPIVILTIPIOS 201318 MEI2013 |5 STB STl NCLHPXITROSR013 [18vE203 | E e
LFP ATAS SISTEM LFP ATAS KEPATUHAN TERHADAP
4 | 213 | WIP [SALHPDVILTRIOSZ01 [EVEI2014  |LHP ATAS LAPORANKEUANGAN 3 BLEFDVILTRIOS201 [ENEi2014 | oo STESSE T DRl P IV =P P e i A
5 | 2014 | WIP | ALHPXITPOSONS|SMEI 2015 |LHP ATAS LAPORAN KELIANGAN 02 BLHPIXVILTJPIOS/2015 |5 ME 2015 gﬁ%ﬁ% 02.CALHPIXVILTJPIS/2015 |5 MEI 2015 gw
6 | 2015 | WIP |06 ALHRIXVILTJPIOSDMG| 30 MEI 206 | LHP ATAS LAPORAN KELIANGAN 06 BLHPIXVILT.PIOS/2016| 30 MEI 2016 m&%ﬁ% DB.CALHPIILTIPINS2016 |30 MBI 2016 gw
7 | 2016 | WIP |04 ALHPOMTPIS2017|26 MEIZDT7  |LHP ATAS LAPORAN KELIANGAN 04 BILHPIVILTURIOS/2017 26 MEI 2017 gﬁg%% 04.CLHPDAILTURIOS2017 |26 MEI 2017 gmﬁ KEPATUHAN TERFHADAP
UNDANG-UNDANGAN
8 | 2017 | WIP |14 ALHRIXVILT.PIOS0ME| 24 MEI 208 | LHP ATAS LAPORAN KELIANGAN 14 BILHPINVILT.PIOS/2015 24 MEI 2018 m;%% 14.CALHPDOILTPINS2018 |24 MBI 2018 gms KEPATLFAN TERHADAP
LNDANG-UNDANGAN
9 | 2018 | WIP |[10ALHRIXVILTJPIOS01S) 20 MEI 2019 | LHP ATAS LAPORAN KELIANGAN 10 BLHEVILT.RI0S/2013| 20 MEI 2019 gﬁg%% 10.CALHPRILTIRIS2019 |20 MBI 2019 gw
10 | 2019 | WIP |83 ALHPXVILTIPIDS/2020|20 MEI2020  |LHP ATAS LAPORAN KEUANGAN 83 BLHPIXILTPI0S/2020(2a ME 2020 | LEF ATAS SISTEM 83.CLHPRVILTPIOS2020 [20mEizozn  |HEF ATAS KEPATUHAN TERHADAP
PENGENDALIAN INTERN PERUNDANG.LNDANGAN
7P ATAG SETEM

1 2020 | WTP |B0ALHRCVILTROS2021( 3 ME 2021 LHP ATAS LAPORAN KEUANGARN 80 BAHRCAMLTRI0S2021 (3 ME 2021 PENGENDALIAN INTERN DAN
KERETIUHAN TERHADAP !
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\ DAN REFORMASI BIROKRASI

REPUBLIK INDONESIA
JALAN JENDERAL SUDIRMAN KA. 69, JAKARTA 12160, TELEPON (021) 7398381 - 7396362, FAKSIMILE (021) 730032

SITUS htip Jfaww.menpan,go.id

KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

Nomor BI/220/AA.05/2021
Hal . Hasil Evaluasi atas Akuniabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah

31 Maret 2021

Yth. Wali Kota Batam
di
Batam

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitag Kinerja Instansi Pamerintah (SAKIP), kami telah
melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kota Batam. Pelaksanaan
evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi ini
adalah untuk menilal tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas
hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan
pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government) serta
memberikan saran perbaikan yang diperiukan

Hasll evaluasi menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Batam memgperoleh nilai
65,21 atau predikat "B”". Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan
efisiensi penggunaan anggaran yang masih rendah jika dibandingkan dengan
capaian kinerja. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kualitas pembangunan
budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi
pada hasil di Pemerintah Kota Batam belum signifikan dan masih periu untuk
disempurnakan. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut

| I i
Komponen Yang Dinilai l Bobot ;---édiéml'-q'-zbio-
a. | Perencanaan Kinerja 7 | 30 :721v927 | 22.09
| b. | Pengukuran Kinerja 25 | 1334 | 13.44 |
| . | Pelaporan Kinerja 15 | 88 | 998
d Evaldam Internal 10 _ 6,99 6,99
e. | Capaian Kinerja 20 1264 | 1271
| Nilai Hasil Evaluasi | 100 64,84 | 65,21 |
| Tingkat Akuntabilitas Kinerja I I

.‘ Rl :
qmpr B/220IAA.05/20
Dengan Nilal65,21 J

'Predikat “B” |
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,;ll ' BADAN PUSAT STATISTIK [ [
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et e An Korps (A Nenurt Do Tempat Tggl 20192021 Berdasarkan Data BPS
- mm (Badan Pusat Statistik) R,
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N — . Karakteristik
"PERKOTAAN“ dengan
. | Nilai Indeks Perilaku Anti
Korupsi (IPAK) tahun 2021
sebesar 3,92
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Dinas Binamarga dan Sumber Daya Air Kota Batam 36.031.986.000,00 - Rasionalisasi Anggaran Perjalanan Dinas Luar 46.198.277.640 98
n Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam 160.875.000,00 Eagrah ﬁ' Bgl;erapa SKILD .
asionalisasi Anggaran Konsumsi
n Dinas Kesehatan Kota Batam 4.415.920.500,00 - Rapat/Acara/Kegiatan diBeberapalSKPD 3.251.885.000,00
n Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam 144.908.000,00 n Rasionalisasi Anggaran di Dinas Binamarga dan 69.370.800.000.00
H Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam 96.200.000,00 SDA Kota Batam S
BN Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam 100.000.000,00 Rasionalisasi Anggaran di Dinas Cipta Karya dan 104.829.292.148,00
tata Ruang Kota Batam
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam 636.975.000,00 . . . . .
“ Rasionalisasi Anggaran di Dinas Disperindag 11.860.680.000,00
BN Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam 125.750.000,00 e 135 510 934,788 98
n Dinas Perhubungan Kota Batam 237.500.000,00 p Hasil Rasi l . T
n naan [ ionali I:
Dinas Perikanan Kota Batam 251.760.000,00 N Al
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam 78.942.000,00 | No_ ________Jumlah |
Tambahan A P COVID-19 di
Dinas Tenaga Kerja Kota Batam 198.000.000,00 1 [ ' 11.129.555.000,00
13 Badan !(epegawalan dan Pengembangan Sumber Daya 2.139.260.000,00 TRl R A e e e o] B o
Manusia Kota Batam RSUD Kota Batam 6.645.225.000,00
TOTAL 44.618.076.500,00 u Bantuan Sembako untuk Masyarakat Terdampak A
il rasi isasi COVID-19 LOEBEEA
Penggunaan hasil rasionalisasi :
88 n Penambahan Alokasi Belanja Tidak terduga 37.624.134.788,98

TOTAL 235.510.934.788,98

ﬂ“

n Penanganan COVID-19 di Dinas Kesehatan Kota Batam 3.305.020.000,00

Penanganan COVID-19 di RSUD Kota Batam 4.623.922.000,00

Penambahan Alokasi Belanja Tidak terduga (BTT) 36.689.134.500,00

TOTAL 44.618.076.500,00 .
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APBD TA 2021
Rasionalisasi:

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam

|l|!

(T

|\

;&ar.u;,..l

TELRTRRLC

9.242.458.800,00

9.242.458.800,00

Penggunaan hasil rasionalisasi:

ﬂ“

n Dinas Pendidikan Kota Batam 2.780.386.800,00
n Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam 775.000.000,00
n Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertamanan Kota Batam 3.188.050.000,00
n Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam 2.499.022.000,00

TOTAL 9.242.458.800,00

=



asionalisasl .
m_r_-m_

Dinas Pendidikan Kota Batam
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam

Dinas Pertanahan Kota Batam

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Batam
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Batam

Sekretariat DPRD Kota Batam

Badan Kepegawaian dan Pelatihan Sumber Daya Manusia
Kota Batam

| |

|
e ux:.ll:.|~|'n|

(TCATRRL

1.878.092.000,00
292.193.440,00
262.000.000,00
64.382.500,00

654.370.500,00
117.700.000,00
74.119.705.000,00
968.891.000,00
1.759.701.000,00
2.299.393.100,00

2.368.273.200,00

3.507.808.000,00
88.292.509.740,00

Penggunaan Hasil Rasionalisasi:
 No [ . wyaian | Jumlah |

Pengurangan Alokasi
17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah
dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam
penanganan

DAU sesuai Permendagri

mendukung
dampaknya
Tambahan Anggaran Penanganan COVID-19 di Dinas
Kesehatan Kota Batam

Tambahan Anggaran Penanganan COVID-19 di RSUD Kota

Penganggaran Posko COVID-19 di seluruh kecamatan

Penambahan Alokasi Belanja Tidak terduga

20.719.086.000,00

27.136.100.000,00

8.354.700.000,00

1.512.000.000,00

30.570.623.740,00
88.292.509.740,00

—
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TA 2021
Rasionalisasi :

108 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam

(BTT)
n Dinas Kesehatan Kota Batam

TOTAL

——
—_—
=
=
—
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=
—
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—
=
e
e

1

A

“ IR RRRT NN} |

11.749.728.644,00

4.098.490.000,00
15.848.218.644,00

Penggunaan Hasil Rasionalisasi:

Dinas Perhubungan Kota Batam

Seluruh Kecamatan

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Batam

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Batam

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

TOTAL

ﬁ{ LUUELERLLLY

3.538.973.760,00

851.774.884,00

840.066.000,00

4.307.029.000,00

5.837.775.000,00
472.600.000,00
15.848.218.644,00
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Refocusing di Perubahan Kelima Penjabaran APBD
TA 2021
Rasionalisasi :

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam

TOTAL

(TCATRRL

(BTT)

1

ey ux:.ll:.|~|'-|||'

19.497.301.955,00
19.497.301.955,00

Penggunaan Hasil Rasionalisasi:
 No | . Uaiagn |  Jumlah |

- Seluruh Kecamatan 88.342.616,00

! Rumah Sakit Umum Daerah Kota Batam 19.108.559.339,00

n Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam 300.400.000,00

TOTAL 19.497.301.955,00

i
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TA 2021
Rasionalisasi :

11.406.397.437,00
1.637.600.000,00
1.000.000.000,00
10.613.355.394,00
2.000.000.000,00
26.657.352.831,00

FI Dinas Pendidikan Kota Batam

n Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam

Penggunaan Hasil Rasionalisasi:

Dinas Kesehatan Kota Batam

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Batam

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam
Sekretariat Daerah Kota Batam
Seluruh Kecamatan

TOTAL

' |

A

4.367.692.831,00

8.654.700.000,00

233.260.000,00
1.726.000.000,00
11.675.700.000,00
26.657.352.831,00

“ IR RRRT NN} |

(TCATRRL

=

i
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Rasionalisasi :

i Dinas Pendidikan Kota Batam 6.040.771.294,00
| 1

n Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam 1.400.000.000,00
P2 satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam 700.000.000,00
I Dinas Tenaga Kerja Kota Batam 700.000.000,00
I sekretariat Daerah Kota Batam 5.226.000.000,00
B sekretariat DPRD Kota Batam 1.300.000.000,00
“ Badan Kepegawaian Kota Batam 1.100.000.000,00
B3N inspektorat Kota Batam 1.500.000.000,00
Kecamatan Batu Aji 1.000.000.000,00

Penggunaan Hasil Rasionalisasi:

TOTAL 18.966.771.294,00

TOTAL 18.966.771.294,00
Dinas Kesehatan Kota Batam 3.580.000.000,00
Rumah Sakit Umum Daerah Kota Batam 12.028.380.294,00
Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Batam 3.076.516.000,00
Dinas Perhubungan Kota Batam 281.875.000,00
L
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menyaluran bantuan
kepada Keluarga
Penerima Manfaat (PKM)
Program Keluarga
Harapan (PHK) dan
Bantuan Sosial Tunai

(BST)

uﬁm

.o PPKM 2021
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- . uhammad Rudi memberikan apresiasi yang tinggi kepada masyarakat yang
Vaksinasi massal di GOR Temenggung Abdul Jamal dengan Protokol kesehatan : : canakan vaksinasi
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Dasar Hukum

PERDA NO. 10 TAHUN 2016

[pdf-embedder
url="https:/{dpmptsp.batam.go.id/wp-
content/uploads/sites/67/2020/07/Perda-No-10-
tahun-2016-tentang-pembentukan-dan-susunan-
perangkat-daerah.pdf” title="Perda No 10 tahun
2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat
daerah™]

PERWAKO NO. 28 TAHUN 2016

pdf-embedder

url="https://dpmptsp.batam.go.id/wp-
content/uploads/sites/67/2020/07/PERWAKD-NO-
2B-TAHUN-2016-TTG-S0TK-DINAS-DAERAH. pdf”
KO NO 28 TAHUN

DINAS DAERAH?]

——
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=
=
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-
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PERWAKD NO. 56 TAHUN 2020

[pdf-embedder
url="https:/{dpmptsp.batam.go.i
content/uploads/sites/67/2020/11/Perwako-56-
Tahun-2020.pdf” title="Perwako 56 Tahun 20207
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MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan Kepada

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kota Batam

Sebagai
Penyelenggara Pelayanan Publik
Kategori “Sangat Baik”
Tahun 2020

(TTLTTERRILY

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPAU SATU PINTU

KOTA BATAM
MENERIMA PENGHARGAAN
SEBAGAI PENYELENGGARA

PELAYANAN PUBLIK KATAGORI
“SANGAT BAIK” TAHUN 2020
DARI KEMENPANRB RI
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KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

- KOTA BATAM
Differfin Kipada MENERIMA PENGHARGAAN SEBAGAI
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
Kota Batam
_ KATAGORI
Sebagai “BAIK” TAHUN 2020

Penyelenggara Pelayanan Publik Kategori "Baik dengan Catatan”

Tahun 2020 DARI KEMENPANRB RI

jakarta, 9 Maret 2021
Deputi Bidamg Pelayanan Publik

C s
M Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Tahun 2020
Prof. Dr. D.iah Natalisa, MBA. [tansi . Kota Batam
P : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Indeks Pelayanan Publik (IPP) : 3,08 / B- (Baik Dengan Catatan)

Nilai Indeks Per Aspek Kategori

1. Kebijakan Pelayanan B- (Baik Dengan Catatan)

2. Profesionalisme SDM * C {Cukup)
3. Sarana Prasarana B- (Baik Dengan Catatan)

4. Sistem Infarmasl Pelayanan Publik B- (Baik Dengan Catatan)
C (Cukup)

1
!

5. Konsultasi dan Pengaduan

|
wll

I
I

6. Inovasi C {Cukup)
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Taknin

PEMKO BATAM PERCEPAT PERIZINAN

Semua Perizinan di Pemko Batam
Kini Ditangani DPM-PTSP Kota Batam

KABA BTN I pATAM Kata G KATABATAMCOM

Seklubo Uatam Jefrid A mememein rapst haortnatt 1
QPD, Selime N2

(IKM)

Semester 1 Tahun 2021
UNSUR PELAYANAN

NILAI RATA RATA = 3,6

9

INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT § CoF P

MUTU PELAYANAN

KATAGORI : SANGAT BAIK
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PENCANANGAN ZI-WBK-WBBM 2021

Dokumen

PENCANANGAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (Z1)

Pernyataan Deklarasi

B PDF

Piagam Pencanangan

B PDF

Sambutan Kepala Dinas

B FPDF

Dokumen / Foto Kegiatan

2.

Laporan Pelaksanaan

B FPDF

B PDF

Banner/Spandulk

B PDF

Tangkap Layar Website

B FPDF

Tangkap Lavar Facebook

B PDF

Tangkap Layar Instagram

B FPDF




MAL PELAYANAN PUBLIK

KOTA BATAM

EREPRS e

Beranda Tentang Kamy ~ Informas: ~ Layanan - Kont=k

PENTAFTARAN 4 RIST & =
SR LA M P St Mesabchan Seghtras D BSUD Gy

$MS CENTER & WhatsApp Ketik [PASIEN LAMA] Kirim Ke OB'I l 7738001
HMormaas

SSNEAN mDEER Operasor Kami Aban

0811 773 800

BIBA JUGH MELALLK -n ITE - T Pasen Butum Matsioskan Sogitray Di BSUD Embung Faowras

nE it E u.m: [PASIEN BARU] Kirim Ke 08117738001

e Kaent Raen BTy

Ketik [rsudef.batam.go.id] di Browser

Medas Casmghe Cresese, MOsits Frefor dan SpEhae Lrowe? Meerrrs

disdukcapil.Bisa!

Selamat Datang!

dukan dan Pe

I pRISSE @ fatan i, Sutami o |
w&nlanm Toip. (077) 522287
y‘ PEMERINTAN KOTA RATAM Fux. (0778) 321249
disduncapilpaiam go il

Pelayanan dan Pengaduan :

Whatsapp dan small pengurusaen dokumen:

1. Akte kolahiran 1 001277632097

2, Akta Kematian dan Pengesahan anak 1 081372918783
a.m‘ux

Pelayanan Onllne Dis
Batam

= 0778 -

GRATIS!



Quick Wins Pemko Batam : - | lPel,a.&’a?a&&P
Mall Pelayanan Publik '
Tapping Box
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LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA
Gadung LKPP - Kampleks Rasuna Epicentrum
Jin, Epicentrum Tengah Lot 11 B, Jakarta Selatan 12940
Trlepon 021-2991 2650 Ihunting] Faksimile 021-2991 2451 Websits : www.lkpp.go id

J Kesqauan
sezen [lararg! res leemarresh

¥

Nomor + 10398/KA/09/2020
Lampiran i 1(satu) berkas
Hal 1 Pencapatan Tingkat Kematangan UKPB) Level Proaktif

18 September 2020

Yth. Walikota Batam
di |l Enaku Putri No.1, Tlk. Tenng, Kec, Batam Kota, Kota Batam
Kepulauan Riau

Sesual Peraturan Presiden No, 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah,
Unit Kerja Pengadaan Barang/fjasa (UKPB)) adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah
Daerah (K/L/PD) yang menjadi pusat keungqulan di bidang Pengadaan Barang/jasa. Untuk
mewujudkannya, LKPP sebagal instansi pembina telah menerbitkan Peraturan LKPP No. 5 Tahun
2019 tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan UKPB) dan Surat Edaran Deputi
Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia LKPP No., 17 Tahun 2019 tentang Contoh
Bukti Dukung Model Kematanaan UKPB) Level Proaktif,

Sehubungan dengan target pencapaian minimal level 3 (proaktif) pada seluruh UKPB|
Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, kami mengucapkan selamat dan apresiasi yang tinggi
atas keberhasilan UKPB| Kota Batam yang telah mencapal level 3 (proaktif) untuk seluruh variabel
(9/9).

Bagl UKPBJ yang sudah mencapai level 3 (proaktif}, LKPP akan melakukan penilaian lebih
anjut untuk menentukan apakah UKPB) tersebut memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai
pusat keunggulan. Oleh karena itu mohen dukungan Saudara dan komitmen UKPB| dalam
mengimplementasikan sistem dan prosedur yang telah dibangun agar UKPB) Kota Batam berhasil
menjadi pusat keungqgulan, serta dapat meningkatkan kematangan ke level yang lebih tingal
yaitu 4 (strategis) dan 5 (unggul),

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih,

Kepala LKPP,
W
Dokumen v telah aitandatangary secars ehirond

Roni Dwi Susanto

fembusan
1. Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan SDM, LKPP
2. Sekretaris Daerah Kota Batam

AN
(e

Tingkat Kemstasgan

Domaln « Proses

e
M

™

Ting ksl Kamatangan

Doassin - SOM

PP T T T T T e P TTE I T T e TCITTT
Tingkat Kematangan Organisasi UKPB)

Kota Batam

wernbug
o oloht
ah \ alt ot I aan
un Gunuh pessand
(L
Pragram pelatibas thin fiemeeng 10N IEngator
e y
(10 o | |
R meEnPeEaskan mata faemal prase
o, Persiapan, permibhan dan
PENCAPATAN KRTTERTA

PUSAT KEUNGGULAN PRJ

9 dari 9

Undu

Tovghat Kematarg

Damain = Kelembognan

jan brgrgatasn
[resyaee

Damain - 51

o -

ahe T 202
<o

Haslil penilaian




—
=
=
-
=
e
-
=
=
=
-

PENYEDERHANAAN
BIROKRASI

L{ULLLLLE




=
=
-
-
p—
=
-

MANDAT
PRESIDEN & WAPRES

»

“Perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi pada

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.”
(Pidato Presiden pada Sidang Paripurna MPR R,
20 Oktober 2019)
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PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR
NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI NOMOR 28
TAHUN 2019
TENTANG PENYETARAAN JABATAN ADMINISTRASI KE
DALAM JABATAN FUNGSIONAL

sekelompok Jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan

Jabatan Administrasi . . .
_ pelayanan publik serta administrasi

pemerintahan dan pembangunan.

Pegawai ASN yang menduduki
Jabatan Administrasi pada instansi

| Pejabat Administrasi
: I? L. - mil i pemerintah.
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TINDAK LANJUT PENYEDERHANAAN BIROKRASI

| PENYETARAAN JABATAN

Pengangkatan Pejabat
Administrasi ke dalam Jabatan
Fungsional melalui
Penyesuaian/Inpassing pada
=4 jabatan fungsional yang setara.

) on
et bt 12
!
eu " g 4
" eire
b . ::..f.:
‘hrewe s
et
PRIRLIR
= Jeai b
- -
’ o
A e = 2
-~ - - re

A

A




TINDAK LANJUT PENYEDERHANAAN BIROKRASI

RUANG LINGKUP
PENYETARAAN
JABATAN
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TINDAK LANJUT PENYEDERHANAAN BIROKRASI

UNTUK KABUPATEN / KOTA SE- PROVINSI

KEPRI
DISEPAKATI HANYA
JABATAN PENGAWAS (ESELON IV) YANG
AKAN DISETARAKAN
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TINDAK LANJUT PENYEDERHANAAN BIROKRASI
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TINDAK LANJUT PENYEDERHANAAN BIROKRASI

DALAM HAL PENGAWAS MEMILIKI PANGKAT/GOLONGAN RUANG DI BAWAH
PANGKAT/GOLONGAN RUANG PENATA (I1I/C), PENGAWAS DISETARAKAN
DALAM JABATAN FUNGSIONAL JENJANG AHLI MUDA

DALAM HAL PENGAWAS MEMILIKI PANGKAT/GOLONGAN RUANG DI ATAS
PANGKAT/GOLONGAN RUANG PENATA TINGKAT I (11l/D), PENGAWAS
DISETARAKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL JENJANG AHLI MUDA.

DALAM HAL PENGAWAS BELUM MEMILIKI JAZAH YANG SESUAI DENGAN
PERSYARATAN, DAPAT DISETARAKAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL SESUAI
DENGAN JABATANNYA

PENGAWAS WAIJIB MEMILIKI PENDIDIKAN SESUAI DENGAN PERSYARATAN
JABATAN PALING LAMA 3 (TIGA) TAHUN SEJAK DIANGKAT.
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TINDAK LANJUT PENYEDERHANAAN BIROKRASI

Melaksanakan tugas dan fungsi dengan lingkup:
1.

Analisis dan penyiapan bahan dan/atau
kebijakan;

Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi kebijakan;
Pelaksanaan tugas teknis tertentu dalam
menyelenggarakan urusan pemerintahan;
Pelaksanaan tugas yang memiliki kesesuaian
dengan jabatan fungsional;
Pelayanan teknis fungsional.
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TINDAK LANJUT PENYEDERHANAAN BIROKRASI

Melaksanakan tugas dan fungsi dengan lingkup:

1. Kewenangan otorisasi bersifat atributif;

2. Sebagai kepala satuan kerja yang memiliki
kewenangan berbasis kewilayahan;

3. Sebagai kepala satuan kerja pelaksana
teknis mandiri;

4. Sebagai kepala unit kerja pengadaan
barang/jasa.
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TINDAK LANJUT PENYEDERHANAAN BIROKRASI
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TINDAK LANJUT PENYEDERHANAAN BIROKRASI

TAHAPAN PENYEDERHANAAN BIROKRASI |

D D

IDENTIFIKASI PERSETUJUAN PELANTIKAN LAPORAN
Gubernur, Bupati/ Mendagri menyampaikan Pejabat Pembina Pejabat Pembina
Walikota menyampaikan Persetujuan Usulan Kepegawaian atau Kepegawaian atau
hasil identifikasi dan kepada Gubernur, Pejabat yang Berwenang Pejabat yang Berwenang
pemetaan kepada Menteri Bupati/Walikota mengangkat dan melantik mengangkat dan melantik
Dalam Negeri Pejabat Fungsional Pejabat Fungsional
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TINDAK LANJUT PENYEDERHANAAN BIROKRASI

PELAKSANAAN PENYEDERAHANAAN BIROKRASI DI

LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

INSTRUKS| WALIKOTA BATAM NOMOR 3 TAHUN 2021

PERIHAL TINDAKLANJUT PENYEDERHANAAN
BIROKRASI DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA

Berkenann cengan Surat Meo

7 Admanist

ras1 & Lingioucgun Pemer

JIV 2031 Tacagal 9 Apet .
Perpederhanaan Birokros: di Lingloangan Percerintaly Koo Ba

teri Dalam
F

Nower 130/ 197/0TDA
y Bachrasi pada

pecal
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Sune Fih Sel 2
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Kepada Selurvh Kepala Perangkar Daerak i Lingkungen

Pemerintah
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TINDAK LANJUT PENYEDERHANAAN BIROKRASI

PELAKSANAAN PENYEDERAHANAAN BIROKRASI DI g
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BATAM

TANGGAL 19 - 21 APRIL 2021

BERTEMPAT DI RUANG RAPAT
BKPSDM

PESERTA : SEKRETARIS PERANGKAT DAERAH
DIDAMPINGI KASUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
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TINDAK LANJUT PENYEDERHANAAN BIROKRASI

PELAKSANAAN PENYEDERAHANAAN BIROKRASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BATAM

HASIL IDENTIFIKASI PENYEDERHANAAN BIROKRASI

TOTAL JABATAN JABATAN
JABATAN DIALIHKAN DIPERTAHANKAN

943 616 327
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TINDAK LANJUT PENYEDERHANAAN BIROKRASI

Normos
Sitat
Lamparan

Hal

g Apell 2021

Penyampatan Data Identifikass Jabatan
Adminiatrasi hasil Penyedernanaan
Birokrasi di Lingkungan Pemarintah
Kota Batam

st Merien Dalermn Negen Nomor 1 STNOTDA
engoal 29 Mast 2021 p Penyecertanaan Brokras pada Jabatan
ACminstrasi o $ Pemerintah Daerah Provinsl dan
Kabupatan/Kota bersama inv dissmpaskan hal hal sebaga berikut

1 F finkan Kota Batam telah meakukan gentiikas dan penatasan
san Jebatan Adminstaas) yang skan diaihkan ke Jabatar
Fungsions Baimana tergemps
Data wdontfikosi sebagaimans point (1) juga telah dsampaikan ke
Cubemur  Kepulsus iy meaky  Sedowt Dasran  Provinsl
Kepulauan Riau dengan penhal yang sama

1Aangir adwal  yang dberkan Xemendage untuk  ahEpan

o ansan Brokias yang sangst iin a kami
MENCapasan penagasan dan tindak lanjut yecarhanaan Sirokrasi
dsiam wakiyu yang tidak terdaiu ama

Demkian disampakan  atas parhatiannya ducapkan jerrma kasin




TINDAK LANJUT PENYEDERHANAAN BIROKRASI

Surat Menteri PAN RB
Nomor : B/467/KT.01/2021, Tangal 27 Mei 2021

Surat Menteri Dalam Negeri
Nomor : 800/3484/otda, Tanggal 31 Mei 2021
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TINDAK LANJUT PENYEDERHANAAN BIROKRASI

DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BATAM

SATPOL PP KOTA BATAM

il

MODEL 1

MODEL 1

3 Kasubbag, 2 Kasi Bagan 2.1. Struktur Organisasi Model |

Sekretariat

3 Kasubbag, 2 Kasi

@Bidang :

I




TINDAK LANJUT PENYEDERHANAAN BIROKRASI

Bagan 2.2. Struktur Organisasi Model Il

Kasi @Bidang e
MODEL 2 1 Kasubbag, 2 e ﬂ , ==

Kasi @Bidang o | Subbdgian: | Pl e s 1
MODEL 2 1 Kasubbag, 2 St
KOTA BATAM KaS| @Bldang | Seksi/Subbidang
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TINDAK LANJUT PENYEDERHANAAN BIROKRASI

BKPSDM KOTA BATAM

DINAS KESEHATAN KOTA BATAM

DINAS BINA MARGA DAN SDA

DINAS CIPTA KARYA & TATA RUANG

DINAS SOSIAL DAN PEMB. MASYARAKAT

DINAS TENAGA KERJA

DINAS P3APPKB KOTA BATAM

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

DINAS PERKIMTAN

il

| MODEL 3 _| 2 Kasubba

MODEL 3
MODEL 3
MODEL 3
MODEL 3
MODEL 3
MODEL 3
MODEL 3
MODEL 3
MODEL 3
MODEL 3
MODEL 3
MODEL 3
MODEL 3

NDAFRAH
g, Kasi nihil

2 Kasubbag, Kasi nihil
2 Kasubbag, Kasi nihil
2 Kasubbag, Kasi nihil
2 Kasubbag, Kasi nihil
2 Kasubbag, Kasi nihil
2 Kasubbag, Kasi nihil
2 Kasubbag, Kasi nihil
2 Kasubbag, Kasi nihil
2 Kasubbag, Kasi nihil
2 Kasubbag, Kasi nihil
2 Kasubbag, Kasi nihil
2 Kasubbag, Kasi nihil
2 Kasubbag, Kasi nihil

Bagan 2.3. Struktur Organisasi Model Ili

Dinas/Badan

Sekretariat

. HRIRMRARERRERINE
Subbagian H romor umacan -
ll FUNGSORAL

] e s 1
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TINDAK LANJUT PENYEDERHANAAN BIROKRASI

DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN

Bagan 2.4. Struktur Organisasi Model |V

DINAS PERIKANAN Dinas/Badan/
DINAS PMPTSP
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Inspektorat®

DINAS PERTANAHAN
DINAS PERPUSTAKAAN & KEARSIPAN

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
BAKESBANGPOL AERRRTRENRNARD
INSPEKTORAT DAERAH
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Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

i OEC/ 1190 /. orchoremt-& T/ 20U
Penting

1 {satu) berkas

Persetupuan Penyederhanaan Struktur
Organisasi  Perangkat Daersh di
Lingkungan  Pemerintah  Daerah
Kabupaten/Kota Se-Provinsi

Kepulauan Riau

Menindak lanjuti surat Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam
Neger Nomor 061/4252/0TDA dan surat Nomor 061/4253/0TDA tanggal 29 Juni
2021 hal Pertimbangan Penyederhanaan Struktur Organisasi Perangkat Daerah di

Lingkungan Pemenntah Daerah Kabup
kam| sampaikan hal-hal sebagai berikut -

1.

Kami menyampaikan terima kasih d
. Bupati Bintan; dan
Bupati Natuna
Walikota Batam
Walikota Tanjung Pinang
Bupati Kepulauan Anambas
Bupati Lingga; dan
g. Bupati Karimun
Yang cepat tanggap menind
penyederhanaan strukiur organis
Kabupaten/Kota se provinsi Kepulat

mea0oco

Dalam upaya akselerasi penyederh
Pasal 15 ayat (2) huruf a, dan h
Aparatur Negara dan Reformasi Bir
PAN dan RB) Nomor 25 Tahun
Penyederhanaan Struktur Organiss
melengkapi dokumen hasil pemet
Administrasi yang akan disederhan:
dan/atau mendapat pertimbangan %
Gubemur memberikan persetujud
kepada BupatiWalikota

Berdasarkan hasil verifikasi dan va
terhadap usulan pada angka 1 (s
tingkatan tertinggl dari unit orga
pembentukan organisasi, dan kot
diberikan pertimbangan dengan rir
untuk disederhanakan, Jabatan Adn

Kepada
Yth.

di-

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

Tanjungpinang, 12 Juli 2021

Bupati'Walikota
Se-Provinsi Keputauan Riau

Tempat

I Enghos Mutri No. 1 Telp (07TH) 4

Surat Gubernur Kepulauan Riau

No.060/1299/B-ORGKORPRI-SET/2021 Hal
Persetujuan Penyederhanaan Struktur

Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-

Provinsi Kepulauan Riau.

PEMERINTAH KOTA BATAM
SEKRETARIAT DAERAH

PITH Al

NOMOr
Larngiran
Hul

Menndakiarut  Surst  Subemu:  Keputsusn  Risu  Namor

OO0/ ZHUNE. R GAN|SAS-SE T/20 tmnggel 33 F0E1  pehel
Jortimnmen  Struksur Organissal Parmngseat Daes

nimh Doesrah Kabapaten/ots L= Fapusasan

S Orgmnisas VIl 203

1 {mmtu) Berkan
Parmuinesan Usulen Tuges Pokok
dmn Fungsl Poangsot Daorwh o
LOQkUOGon PorDecnden Kots el

Pimpinan Persngkat Dawrah

Tampat

Moy, tarsmms ind dizsmpaikan hal-nal ssbagni  bockt

Nogn
kT

telah  membaeriken  Pertrnbangan
Organises  Parmighel  Deersh
KobupateryKote  Sa-Mrovine
Jirwiiue Jendwrsl Otonami Desrsh

U Junt 2021

Kammmteoan  Dalam
Panysdechanacs

PaanBangan sobagaunans Dot (1) distes Dorups N jebmton
usulen  dun  Stuktur  Orpences Pormangkat Onerabh  yang
disederbunakan sexus! rekomendasi model Kemen PAN RRB
bagnl casar Parmngkst Oammb Wtk Menncskisjut perubanan
PENyWELNNDT PO  Lreinn  Lges pokok den fungsl  pacde
Parungkut Daarsh masing-maning

Model  dan  name-nama  ebaten  yang  dipedahankan  dan
Aisodartansesn » IR DOrBOTU N Oalrn
Noger tevsebul Sundub  Golerr alamal website Beglen
Cigavens  Sel Doorel  Kols  BSetsry  pads  laman
aten /DAt Bl Leterr e 11

Serduunttan fwi-hal ersebut Swetas  deTvints  Kepeds  Perangkot
Daamh  untuk ssgem  menicutaksmutt dan meanysmasiean  cosf
perubanan (Herd Copy) an Baginn Organisne Sokretanat Daeomh

wotn Batam SO Gopy %0 rail AORDDAANAROIL COM nEng
amibsat 10 Agustus 2021
Dortuken  disampaihen  stes  pathaten den ke pe ey

[T e

| s Mudyw

FOTERS 26 TUMEDY T 000

]

ol Linghkungan Pemenntan Kots Rateam

Surat Sekretaris Daerah
No.179/0rganisasi/VIl/2021 Hal
Permintaaan Usulan Tugas dan

Fungsi Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kota Batam
Sesuai rekomendasi Kemenpanrb
berupa nama jabatan, usulan dan
struktur organisasi.
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